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ABSTRAK

Bank sebagai lembaga intermediari keuangan belum bisa diakses oleh semua kalangan
masyarakat terutama masyarakat di perdesaan, baru sekitar 52% masyarakat yang bisa
mengakses dari seluruh populasi penduduk Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan
rendahnya akses masyarakat terhadap perbankan salah satunya yakni jauhnya jarak kantor
cabang dengan lokasi tempat tinggal. Untuk mengatasi hal tersebut bank membuat sebuah
inovasi berupa layanan keuangan tanpa kantor (branchless banking) yang memberikan
kemudahan akses, kepraktisan, kenyamanan dan biaya yang ekonomis terhadap produk yang
ditawarkan kepada masyarakat melalui penggunaan sarana teknologi dan informasi tanpa
harus datang atau melalui kantor fisik bank. Penelitian ini mengungkap mengenai hubungan
hukum antara bank dengan agen laku pandai (branchless banking) dalam pelaksanaan
perantara keuangan (financial intermediary). Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen merupakan kepanjangan tangan
dari bank yang menyelenggarakan layanan branchless banking untuk memberikan layanan
keuangan pada masyarakat.

Kata Kunci : bank, branchless banking, financial intermediary, fiduciary principle.

ABSTRACT

Banks as financial intermediary institutions cannot be accessed by all segments of society,
especially people in rural areas, only about 52% of the population can access the entire
population of Indonesia. Many factors cause low public access to banking, one of which is
the distance from the branch office to the location of residence. To overcome this, banks
create and innovation in the form of branchless banking that provides easy access,
practicality, convenience and economical costs for products offered to the public through the
use of technology and information facilities without having to come or through the office.
bank physical. This study reveals the legal relationship between banks and branchless
banking agents in implementing financial intermediaries. This study uses qualitative research
methods with a normative juridical approach that is by examining library materials or
secondary data. The results showed that the agent is an extension of the bank that provides
branchless banking services to provide financial services to the public.

Keywords : bank, branchless banking, financial intermediary, fiduciary principle.

. PENDAHULUAN hal pengerahan dana, masyarakat tidak
Sesuai dengan laju pertumbuhan dapat mengesampingkan peranan lembaga
ekonomi dan gerak suatu bangsa, dalam perbankan oleh karena lembaga keuangan
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tumbuh dengan berbagai alternatif jasa
yang ditawarkan. Bank sebagai lembaga
yang bekerja Dberdasarkan kepercayaan
masyarakat sesuai dengan fungsinya yaitu
sebagai penghimpun dan penyalur dana
masyarakat  (financial  intermediary).
Sebagai lembaga perantara keuangan
masyarakat (financial intermediary) bank
menjadi media perantara pihak pihak yang
memiliki kelebihan dana (surplus of funds)
dengan pihak-pihak yang kekurangan dana
(lack of funds). (NENI SRI IMANIYATI
DAN PANJI ADAM AGUS PUTRA
2016:15).

Lembaga perbankan memiliki misi
dan fungsi sebagai agen pembangunan
(agent of development), vyaitu sebagai
lembaga yang bertujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas
nasional ke arah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak. Hal tersebut
dimaknai dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang No.
10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa
bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

DOI: https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.4841

banyak.Bank sebagai penyedia layanan
keuangan perbankan dalam pelaksanaan
perantara keuangan (financial
intermediary) bagi orang yang kelebihan
dana (surplus of funds) ke orang yang
kekurangan dana (lacks of fund)
berdasarkan prinsip kepercayaan terhadap
nasabah yang menyimpan uangnya untuk
disalurkan melalui simpanan oleh Bank
berupa layanan simpan-pinjam, Kkredit,
Asuransi, deposito, Giro, saham, untuk
perkembangan dan kemajuan usaha
perdagangan. (USWATUN HASSANAH
2017:23).

Layanan perbankan diharapkan dapat
diakses oleh semua kalangan masyarakat
mulai dari pedesaan hingga masyarakat
yang tinggal di kota, namun di Indonesia
Layanan Keuangan dalam hal ini Bank
tidak dapat diakses sebagian besar
masyarakat. Sebagai contoh hanya 52%
masyarakat  Indonesia  yang  dapat
mengakses layanan Bank dari jumlah total
populasi. Faktor-faktor yang menyebabkan
terhambatnya akses masyarakat terhadap
sektor keuangan formal dikelompokkan
menjadi dua kategori yaitu dari sisi
permintaan dan dari sisi penawaran.
Rendahnya akses masyarakat terhadap jasa
keuangan, rendahnya pendapatan, tidak
adanya jaminan sosial inklusif, jauhnya
jarak cabang bank dengan tempat tinggal,

prosedur yang rumit, ketidaksesuaian
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produk keuangan dengan kebutuhan,

bahasa yang kurang dimengerti dan waktu

operasi bank yang kaku.
(RAKHMINDYARTO DAN
SYAIFULLAH 2013:2).

Sebuah inovasi berhasil

mentransformasi suatu sistem atau pasar
yang eksisting, dengan memperkenalkan
kepraktisan, kemudahan akses,
kenyamanan, dan biaya yang ekonomis,
dikenal  sebagai  inovasi  Disruptif
(Disruptive Innovation). Fenomena inovasi
Disruptif juga terjadi di Industri Jasa
Keuangan yang telah  men-disrupsi
landscape Industri Jasa Keuangan secara
global. Mulai dari struktur industrinya,
teknologi intermediasinya, hingga model
pemasarannya kepada konsumen. Inovasi
yang bersifat disruptif dapat dilihat pada
layanan keuangan tanpa kantor
(branchless banking) yang memberikan
kemudahan akses, kepraktisan,
kenyamanan dan biaya yang ekonomis
terhadap produk yang ditawarkan kepada
masyarakat yang belum  mengenal,
menggunakan, dan/atau  mendapatkan
layanan perbankan dan layanan keuangan
lainnya melalui penggunaan  sarana
teknologi dan informasi tanpa harus datang
atau  melalui  kantor  fisik  bank.

(MULIAMAN D.HADAD 2017:3).
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Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 19/POJK/03/2014 Layanan
Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka
Keuangan Inklusif yang selanjutnya
disebut Laku Pandai adalah kegiatan
menyediakan layanan perbankan dan/atau
layanan keuangan lainnya yang dilakukan
tidak melalui jaringan kantor, namun
melalui kerja sama dengan pihak lain dan
perlu didukung dengan penggunaan sarana
teknologi informasi.

Bank dalam  menyelenggarakan
layanan keuangan tanpa kantor
(branchless banking) bekerja sama dengan
agen laku pandai tentunya wajib untuk
memiliki perjanjian secara tertulis dengan
agen laku pandai. Perjanjian merupakan
suatu perikatan akibat dari peristiwa
hukum dimana para pihak mengikatkan
dirinya secara tertulis yang diatur dalam
KUHPerdata.  KUHPerdata

mengenai kebebasan berkontrak bagi para

mengatur

pihak yang mengikatkan dirinya, syarat
sahnya perjanjian, asas kepastian hukum
(pacta sunt servanda), asas itikad baik
(good faith), dan asas keperibadian
(personality). (Pasal 22 Ayat 1 Huruf B
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
19/POJK/03/2014 Layanan Keuangan
Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan
Inklusif)

Berdasarkan latar belakang tersebut

maka penulis akan mengkaji hubungan
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hukum antara bank dengan agen laku
pandai (branchless banking) mengingat
pelaksanaan  fungsi  bank  sebagai
penghimpun dan penyalur dana dari
masyarakat ~ serta  adanya  prinsip
kepercayaan dalam hal pengumpulan dan
penyimpanan dana masyarakat, maka
menjadi perlu untuk melakukan penelitian
sebagai  upaya untuk  memahami
bagaimanakah hubungan hukum antara
bank dan agen laku pandai (branchless
banking) dalam pelaksanaan fungsi
perantara keuangan (financial
intermediary) dan tanggung jawab hukum

bank jika agen laku pandai wanprestasi.

. PEMBAHASAN

1. Keuangan Inklusi Dan Sistem
Pembayaran Melalui Agen Dalam
Pelaksanaan Perantara Keuangan
Sistem pembayaran yang canggih

adalah sistem yang mampu meningkatkan

daya saing perekonomian nasional melalui
peningkatan financial inclusion dalam
masyarakatnya. Menurut ahli ekonomi

Belanda J.H. Boeke dengan dualism

perekonomiannya memperlihatkan akan

adanya dua dimensi penting dalam
perekonomian, yaitu sektor modern yang
mendapatkan akses perbankan dan sektor
tradisional yang belum tersentuh oleh
akses perbankan. (NAOYUKI YOSHINO
& PETER J MORGAN 2017:25).
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Keberadaan masyarakat merupakan
faktor penting yang perlu dipertimbangkan
oleh perbankan, oleh karena itu, jumlah
kantor bank di suatu wilayah harus
memperhatikan  tingkat populasi  dan
kepadatan penduduk. Semakin banyak
jumlah penduduk di suatu wilayah, maka
semakin tinggi kebutuhan mereka terhadap
jasa perbankan.

Fungsi utama bank adalah sebagai
lembaga intermediasi, antara pihak yang
kelebihan dana (supply unit) dengan pihak
yang membutuhkan dana (demand unit).
Dana yang diterima bank dapat disalurkan
pada kegiatan-kegiatan produktif,
menyerap tenaga kerja, meningkatkan
output dan pada akhirnya menggerakkan
siklus perekonomian. Oleh karena itu,
pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat
memerlukan dukungan industri perbankan
yang sehat dan efisien.

Bank Indonesia mengemban tugasnya
sebagai bank sentral yang dapat berperan
sebagai regulator sistemik pasca Krisis
global. Fungsi bank sentral tersebut;
pertama, bank sentral sebagai jembatan
langsung antara pelaku pasar untuk
mengimpelementasikan kebijakan moneter
sentral; kedua, Bank Indonesia memiliki
tanggung jawab untuk menjamin stabilitas
sistem keuangan dengan mempertahankan
stabilitas ekonomi makro; ketiga Bank

Indonesia memainkan fungsi “lender of
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last resort” yang akan sangat bermanfaat
dalam penyediaan dana darurat jangka
pendek di masa Krisis. Sesuai dengan
kesepakatan di KTT G-20 Washington,
ditetapkan 12 agenda reformasi sektor
keuangan global, sebagai berikut :

1. Penguatan rejim permodalan global
dan standar likuiditas perbankan
serta mitigasi procyclicality

(Building high quality capital and
liquality standards)

2. Reformasi skim kompensasi bagi
eksekutif di lembaga keuangan

3. Penguatan pasar OTC derivatives
markets

4. Pengaturan resolusi untuk lembaga
keuangan yang berdampak
sistemik

5. Penguatan  kepatuhan terhadap
standard internasional

6. Penguatan standar akuantansi

7. Pengembangan kerangka kebijakan
makroprudensial

8. Harmonisasi regulasi pasar dan
lembaga keuangan

9. Pengaturan Hedge Funds

10. Pengaturan lembaga pemeringkat

(Credit Rating Agencies)

11. Pendirian Supervisory Colleges

12. Reaktivasi  pasar  sekuritasasi
dengan landasan prudensial yang
lebih kuat

securitization and sound basis)

(Re-launching
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(ADRIANA ELISABETH
2008:87)

“All inclusive financial banking
system”’, melalui peningkatan peran Bank
Perkreditan Rakyat dalam pembiayaan
keuangan mikro  dan penguatan
ketahanannya melalui pemberian insentif
untuk mendorong peningkatan modal,
memberikan fasilitas pemenuhan
kebutuhan Sumber Daya Manusia BPR
yang berkualitas dan kompeten serta
penguatan terhadap posisi BPR sebagai
community bank. Kebijakan dalam
perbankan ini sangat penting sebagai
strategi Indonesia untuk membuat lembaga
perbankan dapat diakses oleh segala
kalangan, termasuk kelompok marginal.
Kelompok marginal-marginal ini selama
ini mendapatkan pinjaman dari lembaga-
lembaga informal seperti renternir yang
seringkali merugikan kelompok tersebut,
disamping lembaga perbankan nasional
kesulitan untuk melakukan regulasi dan
pengawasan terhadap agen-agen kredit
informal tersebut. (YULIUS P
HERMAWAN 2001:42)

Perdagangan bebas Intra ASEAN
akan berlangsung pada tahun 2015
mendatang memberikan kesempatan bagi
sektor  perbankan  nasional  untuk
menciptakan strategi pembangunan
ekonomi nasional yang mampu

meningkatkan daya saing perekonomian
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nasional dengan mengembangkan strategi
perbankan nasional yang terintegrasi
dengan pembangunan ekonomi tersebut.
Salah satu strateginya adalah dengan
branchless

mengembangkan banking

(perbankan  tanpa cabang) melalui
perkembangan teknologi bergerak dari
perbankan tanpa cabang. Jika strategi ini di
desain secara tepat dipastikan perbankan
nasional bukan saja mampu memobilisasi
dana terpendam di dalam negeri akibat
rendahnya financial inclusion selama ini
(ACHMAD DENI DARURI 2013:2)
Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan
Otoritas  Jasa
19/POJK.03/2014 tentang

Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka

Keuangan Nomor

Layanan

Keuangan Inklusif memberikan keterangan
mengenai kedudukan agen sebagai pihak
yang bekerja sama dengan Bank
penyelenggara Laku Pandai yang menjadi
kepanjangan  tangan  Bank  untuk
menyediakan layanan perbankan kepada
masyarakat dalam rangka keuangan
inklusif sesuai yang diperjanjikan

Dengan adanya layanan keuangan
tanpa kantor/Branchless Banking di
wilayah pedesaan diharapkan tercapainya
sasaran  menuju  keuangan inklusif
(financial inclusion). Keuangan inklusif
(financial inclusion) adalah seluruh upaya
yang bertujuan meniadakan segala bentuk

hambatan yang bersifat harga maupun non
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harga, terhadap akses masyarakat dalam
memanfaatkan layanan jasa keuangan.
Keuangan inklusif ini merupakan strategi
nasional untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui pemerataan pendapatan,
pengentasan kemiskinan serta stabilitas
sistem keuangan.

Dalam strategi Nasional keuangan
inklusif, strategi  keuangan inklusif
dijabarkan dalam 6 pilar, yaitu; edukasi
keuangan, fasilitas keuangan publik,
pemetaan informasi keuangan,
kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas
intermediasi  dan  distribusi,  serta
perlindungan konsumen. Untuk
mewujudkan program keuangan inklusif
yang  berkesinambungan  diperlukan
koordinasi antara Bank Indonesia dengan
kementrian dan insitusi terkait dalam
rangka pengembangan, penetapan prioritas
dan pelaksanaan program serta
pelaksanaan monitoring dan evaluasi
program yang diharapkan sesuai dengan
tujuan utama yaitu meningkatkan akses
layanan keuangan kepada masyarakat yang
belum terakses terkait layanan keuangan
dalam rangka pertumbuhan dan stabilitas
ekonomi kearah yang lebih baik.

Disisi lain, sektor UMKM yang
merupakan sektor yang terbukti tangguh
dalam menghadapi krisis ekonomi kurang
mendapat perhatian karena berbagai

kendala. Sektor  ini diperkirakan
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memberikan kontribusi sebesar 57,1%
terhadap pendapatan Domestik Bruto
(PDB) dengan pangsa mencapai 99% dari
total unit usaha di Indonesia serta
menyerap 97,2% dari total tenaga kerja.
Ironisnya , pangsa kredit UMKM hanya
20% dari total kredit perbankan. Padahal
tiga penelitian yang ada terkait UMKM
mengungkapkan  potensi  pembiayaan
perbankan untuk UMK masih cukup
tinggi. Dengan menggunakan asumsi
bahwa PDB sampai dengan tahun 2018
tumbuh 6,5% dan potensi Usaha Mikro
dan kecil di tahun 2018 diperkirakan
mencapai Rp. 1.588,42 triliun. (PUNGKY
PURNOMO WIBOWO)

Optimalisasi  branchless  banking
merupakan perwujudan dari amanat tujuan
nasional yang  tercantum dalam
Pembukaan UUD NKRI 1945 tersebut
yakni memajukan kesejahteraan umum
yang berdasarkan  keadilan  sosial.
Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (2)
menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan. Amanat
Pasal 28 ayat (2) menegaskan bahwa
setiap orang berhak  mendapatkan
kemudahan dan perlakuan Kkhusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan, salah satu caranya adalah dengan

berbank. Dengan demikian pelaksanaan
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branchless banking sesuai dengan dasar

konstitusional.

2. Analisa Hubungan Hukum Agen

Laku Pandai Dengan Nasabah

Berdasarkan Perjanjian Menurut

KUHPerdata

CST Kansil dan Christine ST Kansil
menyampaikan tentang perusahaan yang
memberikan jasa perantara yang terikat
pada persetujuan tertentu atas nama dan
untuk  principalnya  disebut  agen
perniagaan, sedangkan perusahaan dari
agen perniagaan tersebut biasa disebut
dengan  agentuur sedangkan  untuk
persetujuan yang dibuat oleh agen
perniagaan dan principalnya disebut
dengan  agentuur  contract.  Agen
perniagaan  yang  bertugas  sebagai
perantara dapat mewakili  beberapa
perusahaan asalkan tidak boleh merugikan
principalnya, karena ia bertindak atas
nama pengusaha yang ia wakili, dan tidak
atas nama diri sendiri serta agen berhak
untuk memperoleh provisi dari
principalnya. “Keberadaan agen tidak
diatur dalam KUHD, tetapi banyak
terdapat dalam praktik perniagaan sehari-
hari. (CST KANSIL DAN CHRISTINE
ST KANSIL 2002:42)

Hubungan hukum antara agen dan
Bank Laku Pandai dalam kegiatan layanan

perbankan branchlesss banking merupakan
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suatu hubungan hukum di mana
seseorang/ pihak agen diberi kuasa
bertindak untuk dan atas nama orang/
pihak prinsipal untuk melaksanakan
transaksi bisnis dengan pihak lain”.
Adanya kuasa dari orang/ principal maka
tindakan-tindakan yang dilakukan agen
dalam batas-batas yang sudah ditentukan
oleh principal, tetapi apabila agen
melakukan hal-hal diluar batas
wewenangnya  maka  agen  harus
bertanggung jawab atas tindakannya.
(RICHARD BURTON SIMATUPANG
2003:53)

Perorangan atau badan hukum yang
berkeinginan menjadi agen laku pandai
harus melalui beberapa penilaian/ fit and
propertest. Pentingnya keberadaan agen
dalam menunjang layanan branchless
banking, maka Antara Bank
Penyelenggara Laku Pandai dan agen
terdapat kerjasama tertulis, yang berisi hal-
hal yang termuat dalam pasal 22 ayat (22)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
19/POJK.03/2014

Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka

Tentang Layanan

Keuangan Inklusif :
1. Hak dan

penyelenggara Laku Pandai dan

kewajiban  Bank
Agen;

2. Ruang lingkup layanan yang dapat
disediakan Agen;
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3. Penetapan wilayah kerja operasional
Agen;
4. Penetapan Klasifikasi Agen;
5. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama
dan mekanisme perpanjangannya;
6. Mekanisme dan hubungan kerja antara
Bank dan Agen;
7. Syarat dan tata cara perubahan
perjanjian kerjasama;
8. Penetapan sanksi dan mekanisme
pengenaan sanksi;
9. Kondisi dan tata cara penghentian
perjanjian kerjasama; dan
10. Tata cara penyelesaian perselisihan
Dampak dari kemajuan tehnologi
perbankan saat ini dimungkinkan sekali
antar bank terjadi pertukaran informasi
atas data nasabah. Apabila nasabah merasa
dirugikan akibat terbukanya keterangan
tentang data dirinya dan simpanannya,
maka nasabah berhak mengetahui isi
keterangan  tersebut dan  meminta
pembetulan apabila terdapat kesalahan,
tetapi apabila pihak nasabah tetap merasa
dirugikan maka dapat mengajukan
permasalahan tersebut kepada pengadilan
setempat, karena kepentingan nasabah atas
simpanannya mendapat  perlindungan
hukum sebagaimana termuat dalam Pasal
45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang  Perubahan  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
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Abdul Kadir Muhamad
mengemukakan tentang teori tanggung
jawab dalam perbuatan hukum atau tort
liability dibagi menjadi 3 teori, yaitu :

1. “Tanggung jawab akibat perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan
dengan sengaja (intertional tort
liability), tergugat harus sudah
melakukan perbuatan sedemikian
rupa sehingga merugikan

penggugat atau mengetahui bahwa

apa yang dilakukan tergugat akan
mengakibatkan kerugian.

2. Tanggung jawab akibat perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan
karena kelalaian (negligence tort
lilability), didasarkan pada konsep
kesalahan (concept of fault) yang
berkaitan dengan moral dan
hukum yang sudah bercampur
baur (interminglend).

3. Tanggung jawab mutlak akibat
perbuatan melanggar hukum tanpa
mempersoalkan kesalahan (stirck
liability), didasarkan pada

perbuatannya baik secara sengaja

maupun tidak sengaja, artinya
meskipun bukan kesalahannya
tetap bertanggung jawab atas
kerugian yang timbul akibat
perbuatannya” (ABDULKADIR

MUHAMMAD 2010:503)
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Pengertian pertanggungjawaban
menurut Titik Triwulan adalah bahwa
“pertanggungjawaban harus mempunyai
dasar, vyaitu hal yang menyebabkan
timbulnya hak hukum bagi seorang untuk
menuntut orang lain sekaligus berupa hal
yang melahirkan kewajiban hukum orang
lain untuk memberi
pertanggungjawabannya”. Berdasarkan
hukum perdata, pertanggung jawaban
terdiri dari unsur kesalahan dan resiko,
yang biasa disebut liabilty without based
on fault (tanggung jawab karena adanya
kesalahan) dan liabilty without fault
(tanggung jawab tanpa ada kesalahan)
yang biasa disebut dengan strick liabiliy
(tanggung jawab mutlak atau resiko).
Liabilty without based on fault (tanggung
jawab karena adanya kesalahan) adalah
pertanggung jawaban seseorang karena
kesalahan yang dilakukannya sehingga
mengakibatkan kerugian pada pihak lain
atau orang lain, sedangkan liabilty without
fault (tanggung jawab tanpa ada
kesalahan) yang biasa disebut dengan
strick liabiliy (tanggung jawab mutlak atau
resiko) adalah bahwa seseorang harus
bertanggung jawab atas segala resiko yang
terjadi sehubungan dengan usaha yang
dilakukannya (TITIK TRIWULAN DAN
SHINTA FEBRIAN 2010:48)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998 tentang Perubahan
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan terutama pada pasal 29
ayat (4) menyebutkan : “Untuk
kepentingan  nasabah, bank  wajib

menyediakan informasi mengenai
kemungkinan timbulnya risiko kerugian
sehubungan dengan transaksi nasabah
yang dilakukan melalui bank®, sedangkan
dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan terutama pada pasal 4 ayat (1)
dan (2) menentukan bahwa:

1. Ayat (1) : “Pelaku Usaha Jasa
Keuangan wajib menyediakan
dan/atau menyampaikan informasi
mengenai produk dan/atau
layanan yang akurat, jujur, jelas,
dan tidak menyesatkan”.

2. Ayat (2) : “Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam dokumen atau
sarana lain yang dapat digunakan
sebagai alat bukti”.

Ketentuan tersebut sangat terlihat
bahwa bank wajib memberikan informasi
secara terbuka dan jelas terhadap segala
resiko yang timbul akibat transaksi yang
dilakukan oleh nasabah. Informasi ini
harus disosialisasikan pada masyarakat
dalam hal ini nasabah, agen dan bank agar
apabila terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan akibat dari adanya transaksi
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keuangan produk perbankan maka para

pihak dapat langsung meminta
pertanggung jawaban kepada pihak yang
melakukan kesalahan atau fraud dan/atau

wanprestasi

C. PENUTUP

1. Simpulan
a. Agen bukanlah pihak termaksud
dalam pasal 46 dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan
Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang  Perbankan,

Undang-

walaupun
dalam kenyataannya agen memang
menjalankan usaha dalam
melakukan penghimpunan dana
dari masyarakat. Agen bukan pula
sebagai pegawai bank sebagaimana
yang dimaksud dalam penjelasan
pasal 47 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Agen merupakan kepanjangan

tangan dari Bank yang
menyelenggarakan layanan
branchless banking untuk

memberikan layanan keuangan
pada masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 ayat (1)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 19/POJK.03/2014 tentang
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Layanan Keuangan Tanpa Kantor
Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 19/POJK.03/2014 tentang
Layanan Keuangan Tanpa Kantor
Dalam Rangka Keuangan Inklusif
yang belum mengatur dengan jelas
terutama tentang kewajiban agen
dalam memberikan perlindungan
kepada nasabah yaitu kewajiban
dalam melindungi nasabah
penyimpan dan  simpanannya,
maka dapat menimbulkan masalah
dikemudian hari terutama dalam
hal siapa yang harus
bertanggungjawab apabila terjadi
tuntutan  dari  nasabah  atas
terbukanya data dan simpanannya,
karena bisa saja, agen mengelak
atau menolak untuk bertanggung
jawab apabila nasabah melakukan
tuntutan kepadanya, dan akhirnya
melemparkan kesalahan ini kepada
pihak Bank Laku Pandai. Bank
Laku Pandai dan agen harus secara
bersama-sama bertanggung jawab
terhadap pekerjaannya dalam hal
ini  terutama apabila terjadi
terbukanya data nasabah
penyimpan dan simpanannya yang
mengakibatkan suatu kelalaian
berupa  cedera  janji atau

wanprestasi, merujuk pada
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ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
dan Pasal 323 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

2. Saran

a. implementasi aturan hukum dari

prinsip kehati-hatian (prudential
principle) sebagaimana dalam
Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan pada
Branchless Banking (layanan
keuangan tanpa kantor) adalah
penerapan Customer due diligence
(CDD) kepada calon nasabah.
Prosedur Customer due diligence
(CDD) ini digunakan bank untuk
calon nasabah yang akan
membuka rekening dan setiap saat
dapat dilakukan apabila ada
perubahan tentang data atau profil
nasabah. Apabila diperlukan calon
nasabah harus dapat menunjukkan
bukti-bukti pendukung asal dan
penggunaan dana yang disimpan
di Bank proses tersebut biasa
disebut dengan Enhanced Due
Diligence (EDD) atau uji tuntas
lanjut. Prosedur Customer due
diligence (CDD) ini dilakukan
bertujuan agar tercipta industri

keuangan yang bebas dari tindak
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pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme.

b. Sebagaimana dana yang dikelola
oleh  Bank

merupakan dana dari masyarakat

sebagian  besar

yang mempercayakan sebagian
besar dananya untuk disimpan di
Bank, maka sudah seharusnya
bank menjaga dana tersebut
supaya tidak terjadi kebocoran
rahasia jumlah maupun identitas
nasabah yang diketahui oleh
pihak-pihak yang tidak
berkepentingan (pihak yang secara
resmi mempunyai
kewenangan/ditunjuk oleh bank
yang bersangkutan melalui
perjanjian atau undang-undang),
kecuali Undang-Undang
menyatakan sebaliknya.Dalam hal
terjadinya  kebocoran  jumlah

maupun identitas nasabah
tentunya akan berakibat pada
resiko yang tinggi terhadap
terjadinya tindak pidana seperti;
penggelapan, pencurian, maupun
penipuan mengenai hak dan
kewajiban nasabah sesuai yang
diperjanjikan dalam hal layanan
atau  produk-produk  kegiatan
usaha bank.Oleh karena itu
perlindungan hukum harus

dititikberatkan ~ pada  nasabah
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daripada agen sebagai
penyelenggara laku pandai yang
memiliki kewenangan menurut
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 19/POJK.03/2014 tentang
Layanan Keuangan Tanpa Kantor
Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
Sehinnga asas Ultimum Remidium
(upaya terakhir) dalam Hukum
Pidana dapat dikesampingkan.
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